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ABSTRAK 
 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI 

PENGANGKATAN ANAK 

(Studi Kasus Di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih 

Agung Lampung Tengah)  

 

Oleh:  

  

DESIANA RAMADANI  

NPM. 1802032005  

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri adalah naluri 

setiap manusia dan fitra anak-anak merupakan amanah dari Allah SWT, namun 

tidak sedikit dari pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam memperoleh 

keturunan, sedangkan harapan mempunyai anak begitu besar sehingga kemudian 

diantara mereka ada yang mangkat anak (Adopsi). 

Anak angkat menurut KHI pasal 171 menyebutkan bahwa anak angkat 

adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya 

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asli kepada 

orang tua angkat nya berdasarkan putusan pengadilan. Anak angkat dalam Islam 

adalah pekerjaan yang sangat mulia merupakan bagian dari amal baik yang sangat 

dianjurkan sebab di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong yang dapat 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi orang 

Islam yang mampu atau orang yang belum mempunyai anak atau siapa saja untuk 

mengambil bagian dalam pekerjaan mulia tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjuan hukum islam terhadap 

tradisi pengangkatan anak di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung 

Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field risearch). 

Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik wawancara dan dianalisis menggunakan cara berfikir 

induktif.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak 

yang terjadi pada masyarakat di Desa Mujirahayu tidak sesuai dengan hukum 

Islam karena pengangkatan anak secara mutlak. hukum Islam membolehkan 

melakukan pengangkatan anak sepanjang anak tersebut tidak berdampak pada 

pemutusan hubungan nasab hanya sekedar anak asuh saja. 

  

Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum Islam 
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MOTTO 

ْاقَْسَْْادُْعُىْهُىْْ ْهُىَ تاَۤىِٕهِىْ ْلِِٰ ٍِ يْ ْاندِّ ْفًِ ْفاَِخْىَاَكُُىْ ْاٰتاَۤءَهُىْ ا ىْْٓ ًُ ْتعَْهَ ْنَّىْ ٌْ ْفاَِ ِْۚ ْاللّٰه ُْدَ ْعِ طُ

ُْ ْاللّٰه ٌَ ْقهُىُْتكُُىْْوَۗكَا دتَْ ًَّ ْتعََ ا ْيَّ ٍْ ْوَنٰكِ ْتِهٖ ْاخَْطَأتْىُْ آْ ًَ ْفيِْ ْجُُاَحٌ ْعَهيَْكُىْ ْوَيَىَانِيْكُىْْوَۗنيَْسَ

اْ ًً حِيْ ٥ْغَفىُْرًاْرَّ
 

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-

bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak 

mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-

saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu 

jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang di 

sengaja oleh itu, Allah maha pengampun, maha penyayang”. (QS. Al-

Ahzab:5) 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Keluarga merupakan satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan 

perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan 

akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan 

menjadi sah secara hukum agama. Dalam rumah tangga tentulah memiliki 

anak merupakan keinginan setiap pasangan. Kehadiran anak dalam rumah 

tangga jugalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga. Keturunan 

merupakan unsur yang hakiki serta mutlak suku ataupun kerabat yang 

menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi 

penerusnya.
1
 

Anak merupakan amanah dan anugrah dari Allah SWT, yang tidak bisa 

di gantikan dengan apapun, bahkan melebihi kekayaan harta benda sekaligus. 

Tidak seorangpun membantah bahwa anak merupakan amanah tuhan yang 

Maha Kuasa, yang salam dirinya melekat harkat serta martabat sebagai 

manusia seutuhnya.
2
 

Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk 

menyambung keturunan serta warisan harta kedua orang tua. Mempunyai anak 

adalah kebanggaan bagi keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang 

tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Beberapa 

                                                 
1 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, ( Jakarta: Prenadamedia, 2015), 165 
2 Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak, ( Yogyakarta: Depublish, 2015), 92 



2 

 

 

 

pasangan hidup tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam 

memperoleh keturunan. Sedangkan, harapan untuk mempunyai anak 

nampaknya begitu besar. Sehingga kemudian diantaranya mereka ada yang 

mengangkat anak (adopsi).
3
  

Pengangkatan anak dalam hukum Islam sebenernya adalah hukum 

hadanah yang di perluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, 

nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarga 

kandungnya. Perubahan yang terjadi dalam hubungan anak angkat ini hanya 

perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan 

orang tua asli kepada orang tua angkat. Hal ini di sebutkan dalam Pasal 171 

kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal 

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya 

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan pengadilan.  

Menurut pasal 1 angka (9) UU RI No. 23 TAHUN 2003 Tentang 

Perlindungan Anak;” anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari 

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, pemdidikan, dan membesarkan anak 

tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan pengadilan”.
4
 

Tujuan terpenting dalam pengangkatan anak menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

                                                 
3  B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat 

Hukumnya di Kemudian Hari, (Jakarta: CV. Rajawali Press 1983), 39  
4 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak 
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Anak :” Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang 

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat danketentuan peraturan 

perundang-undangan”.
5
 

Di dalam Islam kebiasaan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah 

ada sejak jaman Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Bahkan 

Rasulullah SAW sendiri melakukannya, ketika beliau mengadopsi Zaid bin 

Haritsah ra. Sebelum Rasulullah SAW. diutus Allah SWT sebagai nabi, 

kemudian Allah menurunkan larangan tentang perbuatan tersebut dalam 

firman-Nya, ;  

ْفيِْْجَىْفِهْْٖۚيَا ٍِ ْقهَْثيَْ ٍْ ُْنِرَجُمٍْيِّ ْجَعمََْاللّٰه ٍَّ هُ ُْ ْيِ ٌَ ِٕيْْتظُٰهِرُوْ ۤـ وَيَاْجَعمََْازَْوَاجَكُىُْانه
ْانْحَقَّْ ْيقَىُْلُ ُ ْتِافَْىَاهِكُىْْوَۗاللّٰه ْقىَْنكُُىْ ْذٰنِكُىْ ْاتَُْاَۤءَكُىْۗ ْادَْعِياَۤءَكُىْ ْجَعمََ هٰتكُِىْْوَۚيَا وَهُىَْْايَُّ

٤ْانسَّثيِْمَْْهْدِييَْ
 

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang 

kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-

anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian 

itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan 

yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (QS 

al-Ahzaab: 4).
6
 

 

ْْادُْعُىْهُىْْ ٍِ يْ ْاندِّ ْفًِ ْفاَِخْىَاَكُُىْ ْاٰتاَۤءَهُىْ ا ىْْٓ ًُ ْتعَْهَ ْنَّىْ ٌْ ْفاَِ ِْۚ ْاللّٰه ُْدَ ْعِ ْاقَْسَطُ ْهُىَ تاَۤىِٕهِىْ لِِٰ

ُْ ْاللّٰه ٌَ ْقهُىُْتكُُىْْوَۗكَا دتَْ ًَّ ْتعََ ا ْيَّ ٍْ ْوَنٰكِ ْتِهٖ آْْاخَْطَأتْىُْ ًَ ْفيِْ ْجُُاَحٌ ْوَيَىَانِيْكُىْْوَۗنيَْسَْعَهيَْكُىْ

اْ ًً حِيْ ٥ْغَفىُْرًاْرَّ
Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu 

tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) 

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada 

                                                 
5 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak 
6 Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 20-15), 

418  
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dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada 

dosanya) apa yang di sengaja oleh htiu, Allah maha pengampun, 

maha penyayang”. (QS. Al-Ahzab:5)  

Dalam QS. Surat Al-Ahzab ayat 4 sampai 5 menjelaskan bahwa hukum 

Islam telah menggariskan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan 

anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak 

asuh yang diperluas sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. 

Al-Qurthuby dalam tafsirnya : “seluruh ahli tafsir sependapat 

menetapkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Zaid Ibn Haritsah, tetapi 

Zaid Ibn Muhammad, sehingga turun ayat yang artinya : “panggilah mereka 

dengan nama ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah”.
7
  

يعاًْعٍَْ ًِ ْحَرْبٍْوَأتَىُْكُرَيةٍْجَ ٍُ ْأتَيِْشَيْيثةََْوَْزُهَيرُْت ٍُ وْحَدَّثَُاَْأتَىُْتكَْرِْتْ

شُْعٍَْإترَهِيىَْ ًَ ْعْ ََ ثَُاَالِْٔ ثَُاَْأتَىُْيُعاَْوِيةَْْحَدَّْ أتَيِْيُعاَْوِْيةََْقاَْلَْأتَىُْكُرَيةٍْحَدَّْ

عًَْإِنًَْغَيرِْأتَيِهِْأوَْ ْأتَيِْطَاْنِةٍْوَيٍَْادَّْ ٍُ ْت يِّْعٍَْأتَيِهِْقاَْلَْخَطَثَُاَْعَهِيُّ ًِ اْاتَّي

ْلَِْيقَْثمَُْيُِهُْ ٍَ عِي ًَ ًْإنًَِْغَيرِْيَىَاْنِيهِْفعَهَيَهِْنعَُْةَْااللهِْوَانْىَْلَِْى كَِةِْوَاْنَُّاْسِْأَْجْ ًَ َتَ

 يىَوَْانْقِياَْيَةْصَرْفاًوَلَِْعَدْلِْ

 (واهرْيسهى)

 
Artinya: “ Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abu Sayyibah 

dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib semuanya dari Abu 

Muawiyah Abu Kuraib berkata telah menceritakan kepada kami 

Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Al A'msy dari 

Ibrahim At Taimi dari bapaknya ia berkata Ali bin Abi Thalib 

pernah berkhutbah di hadapan kami lalu dia berkata barangsiapa 

yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari 

seorang yang bukan ayahnya maka kepadanya ditimpakan laknat 

Allah para malaikat dan manusia seluruhnya kelak pada hari 

kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan 

kesaksiannya”. (HR. Muslim). 
8
 

 

                                                 
7  Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur, ( 

Semarang : Pustaka Riski Putra, 2000), 3151 
8 Shahih Muslim, Syarh Shahih Muslim Nawawi, Jilid 5, Nomor 2433, h.34 
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Imam Al-Alusi dalam Tafsir Ruh al-Ma’ani juga menyatakan bahwa 

haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisabkan anak kepada 

yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat 

jajahiliya Adapun apabila seorang memanggil seseorang anak dengan 

panggilan anakku “ibni” yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada 

anak yang dipanggil tersebut maka hal itu tidak diharamkan. Yang 

membedakan antara pengakuan dan pengasuhan anak, Pengangkatan anak 

yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dan menasabkan anak 

itu kepadanya sehingga sama hukumnya dengan anak sendiri (kandung), 

mempunyai hak waris, menjadi mahram dan kerabat, hukumnya adalah 

haram.
9
 

Berdasarkan hasil prasurvey di Desa Muji Rahayu terdapat beberapa 

keluarga yang mengangkat anak, bahwa ada 4 (empat) keluarga yang 

melakukan pengangkatan anak. Empat keluarga tersebut yaitu keluarga Bapak 

yang berinisial N dan Ibu J, yang mengangkat anak perempuan sejak bayi, 

Bapak J dan Ibu S yang mengangkat anak perempuan sejak bayi, Bapak B dan 

Ibu I yang mengangkat anak laki-laki sejak bayi, dan Bapak K dan Ibu T yang 

mengangkat anak perempuan sejak bayi.  

Dari ke empat keluarga di atas tersebut, mengatakan sama bahwa 

alasan mereka melakukan pengangkatan anak karena disebabkan belum 

dikaruniai seorang anak. Dengan tujuan yang utama yaitu sebagai pancingan 

supaya dikaruniai anak, ada generasi penerus ketika keluarga sudah 

meninggal, membantu pekerjaan dan ada yang mengurus ketika sudah tua. 

                                                 
9Al-Lusi,  Ruh Al-Ma’ani, (Beirut : Dar Al-Fikr, Jilid 21), 148 
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Pengangkatan anak oleh keluarga tersebut tidak dimohonkan ke Pengadilan 

Agama.  

Prosedur pengangkatan anak di desa Muji Rahayu pada dasarnya hanya 

berdasarkan kekeluargaan saja yang hanya di hadiri keluarga dan perangkat 

desa saja serta persetujuan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat 

untuk tidak melalui Lembaga hukum yaitu melalui pengadilan Agama dan 

adanya surat perjanjian pemutusan nasab antara anak terhadap orang tua 

kandungnya, yang mana hal tersebut dalam hukum Islam tidak sesuai . 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahn tersebut dalam bentuk skripsi “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Muji 

Rahayu)”  

  

B. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh 

peneliti, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pengangkatan anak 

studi kasus di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhapap Tradisi 

Pengangkatan Anak Studi kasus di Desa Muji Rahayu Kecamatan 

Sepeutih Agung.  
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2. Manfaat Penelitian  

a. Secara Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam 

bidang hukum keluarga Islam khususnya mengenaitinjauan hukum 

Islam terhadap tradisi pengangkatan anak.  

b. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

pemahaman kepada masyarakat mengenaitujuan hukum Islam terhadap 

tradisi pengangkatan anak itu sendiri.  

 

D. Penelitian Relevan  

Bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu yaitu persoalan tentang yang akan dikaji dalam skripsi yang telah 

lalu. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mengutip beberapa karya ilmiah 

yang relevan dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat suatu 

perbedaan yang akan dicapai, maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Penelitian Jurnal Masyhur dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam 

Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”.
10

 

Hasil penelitian ini menunjukan menurut ketentuan syariat Isalam 

anak angkat tidak tergolong dalam ahli waris dari orang tua angkatnya. 

Sebagaimana bahwa pengangkatan anak dalam Hukum Islam tidak 

membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-

                                                 
10  Mahsyur, “Kedudukan Anak Angkaat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum 

Islam”, Dalam Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol.6, No.2, Tahun 2018 



8 

 

 

 

mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Anak 

angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak 

tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Disamping itu anak 

angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, hal 

tersebut dikarenakann dalam hukum kewarisan ada tiga sebab, yaitu karena 

kekerabatan, perkawinan, wala‟.  

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

mengenai kedudukan anak angkat yang menjadi topik utama, adapun 

perbedaannya terletak pada mawaris sebagai akibat hukum dari 

pengangkatan anak itu sendiri.  

2. Penelitian Jurnal Regynal Pudihang dengan judul “Kedudukan Hukum 

Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata”
11

. 

Hasil peneltian ini yaitu proses pegangkatan anak dapat dibuat 

dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan Negeri untuk 

memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut sesuai 

dengan ketetapan Undang-Undang yang berlaku. Mengenai hak waris anak 

angkat tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun 

hanya khusus bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, 

kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhal 

mewarisi harta orang tua angkatnya menurut Undang-Undang atau 

                                                 
11 Regynal Pudihang “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang 

Undang Hukum Perdata”, Dalam Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No.3/Jul-Sep/2015 
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mawaris berdasarkan hukum waris Testamentir apabila ia mendapatkan 

testament (Hibah wasiat).  

Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan sama mengenai 

kedudukan anak angkat, yang menjadi pembeda pada penelitian ini ada 

bahasan mengenai kedudukan hukum waris. Sedangkan dalam penelitian 

penulis hanya dalam koteks kedudukan anak angkat.  

3. Penelitian Jurnal Muhammad Rais dengan judul “Kedudukan Anak Angkat 

Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata 

(Analisis Komparatif)”.
12

 

Hasil penelitian ini menunjukan dalam Hukum Islam kedudukan 

anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 

dan orang tua kandungnya. Demikian juga anak angkat juga tidak menjadi 

ahli waris dari ayah angkatnya, tetapi anak angkat berhak mendapat wasiat 

wajibah yang jumlahnya tidak lebih 1/3 bagian. Dalam Undang-Undang 

No 3 Tahun 2006 Peradilan Agama pun memiliki kewenangan absolut 

untuk menerima dan menyelesaikannya, bahkan bila pemohon beragama 

Islam secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Kalau 

yang mengajukan beragama non Islam maka menjadi kewenangan 

absoblut Peradilan Umum.  

Persamaan penelitianini dengan penelitian penulis konteks 

pembahasannya sama mengenai anak angkat dalm Islam. Perbedaanya 

                                                 
12 Muhammad Rais Dengan Judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum 

Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, Dalam Jurnal Hukum Diktum, 

Vol.14, No.2, Desember 2016 
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terletak pada cara pandang yang digunakan dalam penelittian ini 

membahas bagaimana kedudukan anak angkat dan bambagian waris dalam 

perspektif hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata analisis 

komparatif sedangkan penelitian ini penulis melihat dari tinjauan hukum 

Islam.  

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Anak Angkat  

1. Pengertian Anak Angkat  

Anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum 

adat kekeluargaan. Seseorang anak yang sudah di angkat menjadi anak 

angkat, maka ia akan di terima dalam suatu posisi yang di persamakan 

baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak 

tersebut. Anak angkat adalah anak orang yang di anggap anak sendiri oleh 

orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dengan 

tujuan untuk keberlangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta 

kekayaan rumah tangganya. Antara anak angkat dan orang tua yang 

mengangkat anak akan lahir suatu hubungan kekeluargaan yang sama, 

seperti halnya dalam hubungan orang tua dan anak kandung. Hak dan 

kewajiban anak angkat juga beralih kepada pihak yang mengangkatnya 

sebagai anak seperti halnya anak kandung.
1
  

Istilah pengangkatan anak dari segi bahasa (etimologi) yaitu 

“Adaptie” (Bahasa Belanda) yang berarti pengangkatan.Sehingga sering 

dikatakan “Adoption of Child” yang artinya pengangkatan atau 

pemungutan anak. Pengangkatan anak juga di kenal dengan istilah 

“Tabanni” yang berarti mengambil anak. Sedangkan dalam kamus Besar 

                                                 
1 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, ( Berbagai Kasus Yang Dihadapi “Hukum Lala” Masa 

Kini), (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 90 
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Bahasa Indonesia istilah adopsi di artikan sebagai pengangkatan anak 

orang lain sebagai anak sendiri. Jadi mengadopsi berarti mengambil 

(memungut) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. 
2
 

Adopsi dalam pengertian seperti ini berarti pengangkatan anak di 

lakukan secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, 

termasuk berbagai hak perdata yang meliputi hak ketetapan nasab, hak 

mendapat nafkah, hak perwalian dan hak mendapat warisan yang mestinya 

di terima dari kedua orangtuanya menjadi hilang, karena di ambil oleh 

pihak lain. Adapun yang di lakukan secara ini diharamkan oleh syariat 

Islam.  

Secara terminologi, dapat dikemukakan definisi para ahli, antara 

lain; Menurut Hilman Hadi Kusuma mendefinisikan anak angkat adalah 

orang lain yang di anggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi 

menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan keberlangsungan 

keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.  

Menurut Wiryono Projodikro bahwa anak angkat adalah seseorang 

yang bukan keturunan suami isteri, yang di ambil dan di pelihara serta 

diperlakukan seperti anak kandung sendiri.  

Menurut Wahab Al-Zuhaili pengangkatan anak (tabanni) adalah 

pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas 

nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Pengertian yang 

di maksud jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka dalam unsur 

                                                 
2 Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Persepektif  Islam, (Jakarta: 

Kencana Prenanda Media, 2008), 20 
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menasabkan seorang anak kepada orang lainyang bukan nasabnya harus 

dibatalkan. 
3
 

Mahmud Syaltut dalam bukunya “Al-Fatwa” membedakan dua 

macam arti anak angkat tersebut, yaitu:  

a. Penyatuan seseorang terhadap anak yang di ketahuinya bahwa ia 

sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia di perlakukan 

sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan 

pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai nasabnya 

sendiri;  

b. Yang dipahamkan dari perkataan “tabanni” (mengangkat anak) secara 

mutlak. Menurut syariat dan adat kebiasaan yang berlaku pada 

manusia, tabanni ialah memasukkan anak yang di ketahuinya sebagai 

anak orang lain kedalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab 

kepada dirinya sebagai anak sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan 

hukum sebagai anak.
4
 

Dari ke dua definisi tersebut maka dapat dipahami bahwa definisi 

pertama merupakan pengangkatan anak yang telah di benarkan dalam 

Hukum Islam, sedangkan definisi ke dua merupakan pengangkatan anak 

yang tidak dibenarkan dan tidak di anjurkan dalam hukum Islam.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 menjelaskan bahwa anak 

angkat adalah anak dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, 

                                                 
3 Wahab al_Zuhailii, Al-Fiqh Al-ISlamiah Wa al-Adilatuhu, Juz 9, ( Beirut: Dar Al-Fikr Al 

Ma’shir, Cet. IV, 1997), 271 
4 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam, ( Bandung: Mandar Maju, 2009), 177-178 
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biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang 

tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.  

Definisi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat 

di pahami bahwa anak angkat merupakan beralihnya tanggung jawab dari 

orang tua asli ke orang tua angkat dalam hal kesejahteran dan pendidikan 

anak yang telah di tetapkan oleh pengadilan.  

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) 

menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya beralih dari 

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain 

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan 

anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 

berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. 

Definisi Peraturan Pemerintah diatas tidak jauh berbeda dengan 

definisi yang telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu 

beralihnya hak dari orang tua asli kepada orang tua angkat dalam hal 

tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak yang 

akan diangkat berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan supaya 

ada kepastian hukum dalam status anak.  

2. Macam-Macam Pengangkatan Anak  

a. Pengangkatan Anak Dilakukan Terhadap Calon Anak Angkat dari 

Orang Tua Kandung (Private Adoption)  

Pengangkatan anak secara secara privat, dilakukan antara calon 

orangtua angkat langsung dengan orangtua kandung, wali atau kerabat 
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di Pengadilan. Dengan melampirkan persyaratan pengangkatan anak 

dan rekomendasi dari Instansi Sosial Provinsi. Oleh sebab itu, calon 

orangtua angkat harus membuat permohonan kepada Kepala Dinas 

atau Instansi Sosial Provinsi setempat agar memperoleh rekomendasi 

pengangkatan anak, dan pekerja sosial Dinas atau Instansi Sosial 

Provinsi harus melakukan kunjungan rumah ke calon orangtua angkat 

untuk memperoleh gambaran gambaran apakah calon orangtua angkat 

layak memperoleh rekomendasi tersebut.  

b. Pengangkatan Anak dari Organisasi Sosial (Non Private Adoption)  

Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuh Anak. Yang 

dimaksud dengan Lembaga Pengasuh Anak adalah Lemabaga, 

organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang 

menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin 

dari menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. 

3. Prosedur atau Tata Cara Pengangkatan Anak  

a. Melalui Notaris  

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah 

Staatsblad 1917 Nomor 129. Untuk diperlukan adanya kesepakatan 

antara calon orangtua angkat baik dengan pihak yang akan 

menyerahkan anak angkat. Pasal 8 ayat (1) Staatblad 1917 Nomor 129 

menyatakan bahwa untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat 

dari orang atau orang-orang yang melakukannya.  
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Sedangkan pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Staatblad 1917 

Nomor 129 tersebut mengatur adanya kata sepakat dari pihak yang 

akan menyerahkan calon anak angkat. Ketentuan pengangkatan anak 

melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam 

Staatblad 1917 Nomor 129, bahkan pasal 15 ayat (2) menentukan 

bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan 

akta notaris adalah batal demi hukum.  

b. Melalui Pengadilan  

Perlu ditegaskan kembali bahwa Peraturan Pemerintah tentang 

Pengangkatan Anak secara tegas mengikuti Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak.
5
 

yang menegaskan prosedur untuk mendapatkan pengesahan 

pengangkatan anak dari Pengadilan:  

1) Dimulai dari suatu permohonan kepada ketua Pengadilan yang 

berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam acara 

perdata dikenal sebagai Yurisduksi Volunteer (jurisdiction 

voluntaria).  

2) Petitum permohonan harus tunggal, yaitu meminta pengesahan 

pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum 

permohonan.  

                                                 
5 Surat Edaran Mahkamahj Agung Nomor 6 Tahun 1983 
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3) Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga 

Negara Indonesia (domestic adoption) Pengadilan akan 

menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan 

atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara 

Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing 

oleh Warga Negara Indonesia (inter country adoption) pengadilan 

akan menerbitkan “Putusan” pengesahan pegangkatan anak.
6
  

Selanjutnya dalam Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia 

pengangkatan anak diatur secara detail mengenai dokumen yang perlu 

dilengkapi untuk mengajukan permohonan.  

Putusan atau Penetapan Pengadilan harus menyampaikan salinan 

Penetapan atau Putusan pengangkatan anak ke Instansi yang terkait, 

dalam hal ini yang dimaksud adalah Mahkamah Agung.  

Departeman Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, 

Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian 

Republik Indonesia.  

4. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat   

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya undang-undang 

nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Diatur dalam pasal 2 

                                                 
6 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak,. 118 
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undang-undang nomor 4 tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai 

berikut : 

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.  

b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian 

bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.  

c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan.  

d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar. 
7
 

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan 

anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, 

agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.  

Disamping hak-hak yang telah dijamin Undang-Undang tersebut, 

anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban 

sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seseorang 

anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:  

a. Menghormati orang tua, wali dan guru  

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman  

                                                 
7  Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Askara, 

1990), 16 
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c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara  

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya  

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
8
 

5. Dasar Hukum Positif  

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  

Peraturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak terdapat 

dalam pasal 39. Yang mana terdapat perubahan didalamnya yaitu 

dalam ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, diantara ayat 

(2) dan ayat (3) disisispkan 1(satu) ayat, yakni ayat (2a), dan diantara 

ayat (4)dan ayat (5) disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (4a).  

b. Peraturan Pemerintan RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak  

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 201 

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 taahun 2002 tentang 

perlindungan anak, Pemerintah Menetapkan Peraturan  

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak. Yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

54 Tahun 2007 terdapat IX BAB dan 44 pasal yang mengatur tentang 

pelaksanaan pengangkatan anak. Yang mana setiap BAB berisi 

ketentuan umum pengangkatan anak, jenis pengangkatan anak, syarat 

                                                 
8  Ahmad Kamil, M. Fauzan, Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di 

Indonesia, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 71 
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pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, pengawasan 

pelaksanaan pengangkatan anak, pelaporan, ketentuan peralihan, dan 

ketentun penutup.  

c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 

Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Bahwa untuk melaksanakan 

ketentuan pasal 18 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang 

pelaksanaan pengangkatan anak, maka pefrlu menetapkan peraturan 

menteri sosial RI tentang persyaratan pengangkatan anak. Yang mana 

dalam peraturan ini terdapat IX BAB 54 pasal. Dalam BAB berisi 

ketentuan umum, persyaratan calon anak dan calon orang tua angkat, 

jenis pengangkatan anak, kewenangan, pengangkatan anak antar 

Warga Negara Indonesia, pengangkatan anak oleh COTA yang salah 

seorangnya Warga Negara Asing, pengangkatan anak Warga Negara 

Indonesia yang dilahirkan diluar wilayah Indonesia, ketentuan 

penutup.
9
 

B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam  

1. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam  

Menurut ajaran Islam adopsi disebut dengan tabanni. Pada zaman 

jahiliyah sebelum agama Islam dating, masalah tabanni banyak didapatkan 

di kalangan bangsa arab. Bahkan menurut sejarahnya Nabi Muhammad 

sendiri sebelum menerima ke Rasullannya mempunyai anak angkat 

                                                 
9 Mudderis zaini, adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum, ( jakarta: sinar grafika, 

2002), 54 
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bernama Zaid bin Harist dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan 

oleh Khadijah bin Khuwalid kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. 

Kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak ngkat 

serta namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Dihadapan kaum 

Quraisy, Muhammad pernah berkata “saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid 

kuangkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya”. 

Sesudah Muhammad menjadi Rasul maka turunlah wahyu yang 

menegaskan masalah tersebut dalam Al-Qur‟an surah Al-Azhab ayat 4 dan 

5. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa adopsi yang dilakukan secara 

mutlak dengan memutus nasab anak yang diadopsi dengan orangtua 

kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini 

sama halnya dengan tidak memperbolehkannya menasabkan anak kepada 

orang lain padahal melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan.  

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan 

dengan cara memutus hubungan nasab antara anak dengan kedua orangtua 

kandungnya dan memberinya status anak kandung jelas haram dan tidak 

diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, hukum Islam menganjurkan 

pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, 

sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh. Dalam hal ini, status anak 

dan kekerabatan di luar lingkungan keluarga orangtua angkat dengan 

sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikitpun. Ia tetap anak dan 

kerabat dari orangtua kandungnya. Ini berarti bahwa Islam 

memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak 
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diangkat menjdi anak kandung. Dengan demikian yang bertentangan 

dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberi status yang 

sama dengan anak kandung sendiri. Sebaliknya pengangkatan anak dalam 

arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Disini pengangkatan anak 

ditekankan dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan 

diperlakukan anak sendiri. Mengenai pengangkatan anak, dalam hukum 

Islam dapat ditinjau dari beberapa segi:  

a. Dari Segi Arti Adopsi  

Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal 

pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. 

Pengangkatan anak menurut hukum Islam ditekankan kepada segi 

kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala 

kebutuhannya.  

b. Dari Segi Misi Keadilan Sosial.  

Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka pengangkatan 

anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui 

waisat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian 

harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi 

kebutuhan di kemudian hari, sehingga kehidupan dan pendidikannya 

bisa terjamin.  

c. Segi Budi Pekerti dan Sosial  

Orang yang melakukan pengangkatan anak berarti orang tersebut 

melakukan perbuatan yang sangat sesuai dengan ajaran agama Islam. 
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Hal ini berlaku bagi orang yang mengangkat anak dengan tujuan 

memeliharanya secara baik-baik, kasih saying, sebab mengambil anak 

angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh 

Allah SWT.  

d. Segi Ajaran Agama Islam  

Agama Islam mengajarkan supaya umat manusia saling 

tolongmenolong. Orang Islam harus berhati sosial dengan menolong 

dan memelihara anak-anak terlantar.  

e. Segi Realitas  

Sebagai proses perkembangan zaman maka hukum Islam selalu 

berkembang. Sehubungan dengan pengertian anak angkat dalam arti 

luas, hukum Islam mengembangkan pula masalah pengangkatan anak 

yaitu adanya pandangan hukum Islam yang di terapkan di Indonesia.  

2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak  

a. Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam  

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat di 

benarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:  

1) Tidak memutus hubungan darah antara anak yang di angkat dengan 

orang tua biologis dan keluarga.  

2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, 

dengan demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai 

pewaris dari anak angkatnya.  
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3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua 

angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal 

atau alamat.  

4) Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan 

terhadap anak angkatnya.  

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat di ketahui bahwa prinsip 

pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuh 

anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau 

menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.
10

 

Prinsip tersebut dilakukan tanpa harus memutuskan hubungan 

hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkannya dengan 

orang tua angkatnya, serta tidak menjadikan sebagai anak kandung 

segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan 

anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat 

hukum saling mewarisi, serta orang tua angkat tidak menjadi wali 

terhadap anak angkatnya. Dengan demikian anak angkat yaitu tetap 

membantu sesama dengan tidak menghilangkan hubungan darah anak 

angkat dengan orang tua kandungnya.  

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam 

adalah:  

1) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang beda agama, kecuali 

ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.  

                                                 
10 Mudderis zaini, adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum, ( jakarta: sinar grafika, 

2002),55.  
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2) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara 

dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang 

benar yakni syariat Islam.  

3) Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.  

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat di ketahui bahwa syarat 

pengangkatan anak belum di atur secara khusus dalam hukum Islam. 

Walaupun dalam hukum Islam tidak di atur khusus, dalam 

pelaksanaannya pengangakatan anak tentunya harus mengacu pada 

peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah 

satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang 

pelaksanaan pengangkatan anak. 
11

 

b. Syarat Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan Indonesia  

1) Syarat Calon Anak Angkat 

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

tentang pelaksanaan pengangkatan anak, menentukan:  

a) Syarat Anak yang Akan di Angkat, Meliputi:  

(1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.  

(2) Merupakan anak terlantar atau di terlantarkan.  

(3) Merupakan dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga 

pengasuhan anak, dan  

(4) Memerlukan perlindungan khusus.  

                                                 
11 Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak  
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b) Usia Anak Angkat Sebagaimana di Maksud Pada Ayat (1) 

Huruf A Meliputi:  

(1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas 

utama  

(2) Anak usia 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas) tahun, 

sepanjang ada alasan mendesak, dan  

(3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan berusia 

18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan 

perlindungan khusus.
12

 

2) Syarat Calon Orang Tua Angkat 

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, 

menentukan:  

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:  

a) Sehat jasmani  

b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 

55 (lima puluh lima) tahun.  

c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.  

d) Berkelakukan baik dan tidak pernah di hukum, karena 

melakukan tindak pidana  

e) Berstatus menikah.  

f) Tidak merupakan pasangan sejenis.  

                                                 
12 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 
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g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu 

orang anak.  

h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.  

i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis wali anak  

j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan 

perlindungan anak.  

k) Adanya laporan sosial dari pekerjaan sosial setempat.  

l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) 

bulan, sejak izin pengasuhan di berikan; dan  

m) Memperoleh izin mentri dan/atau kepala instansi sosial. 
13

 

Syarat calon orang tua dalam pasal 13 Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sama dengan yang tercantum di 

pasal 28 Peraturan Mentri Sosial republik Indonesia Nomor: 

110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 

Syarat untuk melakukan adopsi untuk orang tua dan anak 

angkat demi kepentingan yang terbaik, baik untuk anak angkat 

maupun orang tua angkatnya.  

3. Tujuan Pengangkatan Anak  

a. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam  

Pengangkatan anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat 

mulia, merupakan bagian dari amal baik yang sangat di anjurkan sebab 

                                                 
13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 
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di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan 

diri kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi umat 

Islam yang kaya atau orang yang belum di anugerahi anak atau siapa 

saja untuk mengambil bagian dari pekerjaan mulia ini. Tujuan 

mengangkat anak menurut Hukum Islam bertujuan untuk kepentingan 

yang terbaik bagi anak.  

b. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan di 

Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14/1979 tentang 

kesejahteraan anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan 

mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.  

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang perubahan atas perundang-undangan nomor 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak, undang-undang ini, dalam ketentuan pasal 

39 butir 1, pengangkatan anak hanya dapat di lakukan untuk 

kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat 

kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14

 

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam.Tujuan 

pegangkatan anak bagi orang Tionghoa sebagaimana di atur dalam 

Staatsblad 1917 No. 129 adalah untuk meneruskan keturunan.Tujuan 

pengangkatan anak menurut Hukum Islam bertujuan sebagai suatu 

amal yang baik.Sedangkan pengangkatan anak menurut Peraturan 

                                                 
14 Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi), (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2016), 5 
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Perundang-Undangan yang berlaku bertujuan untuk kepeentingan yang 

terbaik bagi anak.  

4. Akibat Hukum Penangkatan Anak  

Islam menetapkan bahwa antara orang tua angkat dan anak 

angkatnya tidak terdapat hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih 

sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena 

itu, antara keduanya bisa berhubungan pertalian perkawinan.  

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum dan oleh 

karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu 

sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam 

adalah sebagai berikut:  

a. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, 

biaya pendidikan, dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua 

angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh 

membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.  

b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab 

antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, 

sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan 

saling mewarisi.  

c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab 

antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara 

mereka tidak ada hubungan mahram dan saling mewarisi.  
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d. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya 

tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya 

pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua 

angkatnya. Hal ini bukan berati bahwa orang tua kandung tidak boleh 

membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat di tuntut itu.  

e. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku 

hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi.  

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat 

hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua 

kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.  

Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu perwalian dan mawaris. 

Dalam hal ini perwalian, sejak putusan di ucapkan oleh pengadilan, maka 

oramg tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Khazanah 

hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, 

memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan 

yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukam mana yang akan di 

pakai untuk menentukan pewaris bagi anak angkat.
15

 

Didalam hukum Islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi 

kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat 

tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua 

belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak bisa 

saling mewarisi.  

                                                 
15Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam, ( Bandung: Mandar Maju, 2009), 178 
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Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) adalah Peradilan tanggung jawab pemeliharaan dan 

pendidikan anak dari orangtua asal kepada orangtua angkat, (pasal 171 

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). Peralihan tanggung jawab tersebut 

secara formil dan di mulai sejak penetapan Pengadilan Agama. Dengan 

adanya penetapan tersebut, merupakan bukti telah terjadi peristiwa hukum 

pengangkatan anak antara orangtua angkat dengan anak angkat.  

5. Dasar Hukum Islam  

a. Surah Al-Azhab  

ْْيَا ٌَ ِٕيْْتظُٰهِرُوْ ۤـ ْفيِْْجَىْفِهْٖوَۚيَاْجَعمََْازَْوَاجَكُىُْانه ٍِ ْقهَْثيَْ ٍْ ُْنِرَجُمٍْيِّ جَعمََْاللّٰه

ُْيقَىُْلُْ ْذٰنِكُىْْقىَْنكُُىْْتِافَْىَاهِكُىْْوَۗاللّٰه هٰتكُِىْْوَۚيَاْجَعمََْادَْعِياَۤءَكُىْْاتَُْاَۤءَكُىْۗ ْايَُّ ٍَّ هُ ُْ ْيِ

ْوَهُىَْيَْ ثِيْمَْْهْدِيانْحَقَّ ٤ْانسَّ
 

 Artinya: “.....Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu 

sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu 

hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah 

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan 

jalan(yang benar)” (QS. Al-Ahzab:4).
16

  

  

ْفًِْْادُْعُىْهُىْْ ْفاَِخْىَاَكُُىْ ْاٰتاَۤءَهُىْ ا ىْْٓ ًُ ْتعَْهَ ْنَّىْ ٌْ ْفاَِ ِْۚ ْاللّٰه ُْدَ ْعِ ْاقَْسَطُ ْهُىَ تاَۤىِٕهِىْ لِِٰ

دتَْْ ًَّ ْتعََ ا ْيَّ ٍْ ْوَنٰكِ ْتِهٖ ْاخَْطَأتْىُْ آْ ًَ ْفيِْ ْجُُاَحٌ ْعَهيَْكُىْ ْوَيَىَانِيْكُىْْوَۗنيَْسَ ٍِ يْ اندِّ

ُْقهُىُْتكُُىْْۗ ْاللّٰه ٌَ اْْوَكَا ًً حِيْ ٥ْغَفىُْرًاْرَّ
 

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, 

dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka 

(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama 

dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu 

khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang di 

                                                 
16 Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 20-15), 

h. 418  
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sengaja oleh htiu, Allah maha pengampun, maha 

penyayang”. (QS. Al-Ahzab:5)
17

 

 

ٍْْْيَا جَانِكُىْْوَنٰكِ ْرِّ ٍْ ْْٓاحََدٍْيِّ دٌْاتَاَ ًَّ ْيُحَ ٌَ ْْكَا ٌَ ْوَكَا ٍَۗ ْوَخَاتىََْانَُّثِيّٖ ِ سُىْلَْاللّٰه رَّ

اْ ًً ْشَيْءٍْعَهِيْ ُْتكُِمِّ ٤ْْٓࣖاللّٰه
 

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang 

laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan 

penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu”. (QS. Al-Azhaab:40).
18

 

  

Berdasarakan ayat di atas, adopsi yang dilakukan secara mutlak 

dengan memutuskan nasab antara anak yang di adopsi dengan orang 

tua kandungnya jelas tidak di perbolehkan dalam agama Islam.  

b. Al-Hadis  

 

Artinya: “Dari Ibrahim At-Tamiy dari bapaknya berkata: Ali bin Abi 

Thalib berkata kepada kami: Nabi SAW bersabda barang 

siapa yang mendakwahkan dirinya sebagai anak dari 

seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya di 

timpakan laknat Allah dan para malaikat dan manusia 

seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak 

menerima amalan-amalanya, baik yang wajib ataupun yang 

sunah”. (HR. Muslim). 
19

 

 

Aspek hukum yang menasabkan anak angkat kepada orang tua 

angkatnya atau memutuskan hubungan asab dengan orang tuanya 

                                                 
17 Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 20-15), 

h. 418  
18 Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 20-15), 

h. 423 
19 Shahih Muslim, Syarh Shahih Muslim Nawawi, Jilid 5, Nomor 2433, h.34 
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untuk kemudian dimasukkan ke dalam nasab orang tua angkatnya 

adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam karena sangat 

bertentangan dengan ajaran Islam.  

Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu 

bertujuan untuk memebrikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan 

penghidupan yang lebih layak demi untuk masa depan serta 

kebahagiaan anak tersebut. Kedudukan anak angkat tidak bisa di 

samakan dengan anak kandung, terutama yang berkaitan dengan 

pemenuhan hak waris, hubungan nasab dan wali dalam perkawinan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang objeknya terkait dengan 

gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok 

masyarakat.
1
 

Dalam penelitian lapangan data-datanya bukan diporoleh berwujud 

dokumen namun data diperoleh langsung dari informan. Pada hakikatnya, 

penelitian ini merupakan suatu cara yang di gunakan untuk menemukan 

apa yang sedang terjadi ditengah masyarakat secara rinci dan realis.  

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif analitic. Penelitian deskriptif analitic adalah 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan 

membuat kesimpulan yang berlaku umum.
2
 

Maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi 

                                                 
1  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: 

Rineka Cipt, 2013), 121 
2  Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), 29 
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dalam masyarakat dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat peneliti 

jelaskan berdasarkan sumber data yang benar secara menyeluruh hingga 

mengahasilkan sebuah penelitian yang utuh  dan dapat dipertanggung 

jawabkan tentang respon masyarakat dalam menanggapi aturan baru 

tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak di 

Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.  

B. Sumber Data  

Sumber data ialah subjek data di peroleh. Penelitian ini menggunakan 

beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.
3
 Sumber data 

primer yaitu tempat mengambil data dari sumber pertamanya.  peneliti ini 

adalah pihak dari keluarga yang mengangkat anak. (pasangan bapak N dan 

ibu J, bapak J dan ibu S, bapak B dan ibu I, bapak K dan ibu T) mayarakat 

Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung.  

Berdasarkan sumber data tersebut, dalam penelitian ini telah 

menetapkan informan dengan tehnik purposive sampling untuk 

mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. Adapun teknik purposive 

sampling yaitu tehnik pengambilan data sampel dengan tidak berdasarkan 

                                                 
3  Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009),137 
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random, daerah atau sastra, melainkan atas dasar adanya pertimbangan 

yang terfokus pada tujuan tertentu.  

Terkaitkan dengan penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam 

terhadap tradisi pengangkatan anak (studi kasus di Desa Muji Rahayu 

Kecamatan Seputih Agung) maka peneliti menetapkan kriteria yang di 

dapat dijadikan sampel diantaranya hanya keluarga yang mengangkat anak 

saja. Jadi sampel dalam penelitian ini 4 (empat) pasang keluarga yang 

mengangkat anak.  

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

diberikan secara langsung kepada pengumpul data.
4
 Sumber data sekunder 

merupakan tempat mengambil data secara tidak langsung melalui media 

perantara. Sember data sekunder berupa bukti 

Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai sumber data tambahan 

dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder diharapkan dapat 

menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap.  

Dengan demikian sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini antara lain buku-buku yang membahas tentang buku-buku 

yang berkaitan dengan permasalahan tersebut seperti Hukum 

Pengangkatan Anak Perspektif Islam, karya Andi Syamsu Alam Dan M. 

Fauzan, Adopsi Suatu Tinjauan Dar Tiga Sistem Hukum, karya Muderis 

                                                 
4Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

137 
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Zaini, Dan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan 

Setempat, Hukum Pengangkatan Anak, karya Rusli Pandika, Dan 

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, karya Djaja S. Meliala. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara-cara atau metode 

yang dipergunakan untuk mengumpulkan data berupa pencatatan peristiwa, 

hal-hal yang berkenaan dengan data, berkenaan dari sebagian maupun semua 

lapisan masyarakat. Pengumpulan data ini mempunyai tujuan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian.
5
 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanayaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 

Wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya dengan si penjawab.
6
 

Pada teknik wawancara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dilakukan 

secara terstruktur atau terpimpin, tidak terstruktur atau bebas, atau pun 

                                                 
5 W. Gulo, Metode Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2005), 110 
6 Moh, Nizar, Metode Penelitian, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 170 
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semi terstruktu bebas terpimpin.
7

Wawancara tersetruktur adalah 

pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah 

disusun terlebih dahulu yang alternatif jawabannya telah disiapkan. 

Wawancara tidak tersetruktur adalah peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara namun pertanyaan ditentukan pada saat terjadinya wawancara 

serta bersifat terbuka sehingga responden mempunyai keleluasaan untuk 

mengekspresikan jawabannya. Yang mana narasumber berhak untuk 

menjawab sesuai dengan fikiran dan pendapatnya. Sedangkan wawancara 

semi tersetruktur adalah kombinas antara wawancaara tersetruktur dengan 

wawancara tidak tersetruktur. 

Jenis wawancara yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah 

wawancara semi terstruktur atau semi terpimpin. Kemudian yang menjadi 

informan dalam wawancara ini pasangan bapak N dan ibu J, bapak J dan 

ibu S, bapak B dan ibu I, bapak K dan ibu T. Wawancara semi tersetruktur 

merupakan Teknik wawancara yang penggunaannya terbilang lebih 

fleksibel, sebab adanya panduan wawancara yang bersumber dari hasil 

pengembangan topik, kemudian dalam mengajukan pertanyaannya lebih 

mudah dan sesuai realita. Dalam Teknik ini, pewawancara mengajukan 

pertanyaan secara langsung guna menggali serta memperoleh infomasi dari 

informan yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan.  

                                                 
7 Uhar Saharsaputra, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan, ( Bandung : 

Refika Aditama, 2012), 213-215 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar. Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berupa karya seni, yang dapat berupa gambar 

dan lain-lain.
8
  

Dengan demikian dalam penelitian ini pengumpulan data 

menggunakan metode dokumentasi yaitu berupa gambar yang di ambil 

dari narasumber digunakan untuk data terkait Tinjauan Hukum Islam  

Terhadap Tradisi Pengangkatan  Anak.  

D. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses dan menyusun secara sistematis data yang 

di peroleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

unitunit, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, serta di 

sederhanakan guna memudahkan dalam membuat kesimpulan sehingga 

mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
9
 

Proses pencatatan dilakukan di lapangaan dengan pengumpulan data 

yang di catat sebagaimana adanya. Dari data yang di dapatkan, baik data 

lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan. Untuk 

menganalisis data, peneliti menggunakan metode berfikir induktif. Metode 

                                                 
8 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Bnadung: Alfabeta, 2014), 82 
9Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Bnadung: Alfabeta, 2011), 331 
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berfikir induktif adalah cara berfikir yang berasal dari data-data khusus dan 

fakta empiris dilapangan disusun, diolah, dikaji, kemudian di tarik maknanya 

dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum.
10

 

Selanjutnya data yang di analisa menggunakan metode berfikir induktif 

yakni cara berfikir dengan berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik 

tolak dari khusus. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentsi 

yaitu tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pengangkatan anak di Desa Muji 

Rahayu Kecamatan Seputih Agung. Setelah semua data yang dibutuhkan telah 

diperoleh, kemudian di analisis dan dikaitkan dengan teori, dalil, dan hukum 

yaang sesuai kemudian diambil kesimpulan. Metode analisa yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini adalah cenderung mengemukakan teori dan 

fakta-fakta dari data yang ada di lapangan untuk menggali pengetahuan 

tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak di Desa 

Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah yang di kaitkan 

dengan teori, dalil, dan hukum yang sesuai untuk diteliti dan di pecahkan 

permasalahnnya. 

                                                 
10 Nana Sudjana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, I, ( Bandung: Sinar Baru, 201), 7 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Sekilas Wilayah Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung  

1. Sejarah singkat Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung 

Kabupaten Lampung Tengah.  

Muji Rahayu adalah salah satu desa/ kelurahan di Kecamatan Desa 

Muji Rahayu memiliki luas wilayah 1275,75 Ha. Menurut sejarahnya Desa 

Muji Rahayu adalah sebuah hutan liar yang dirintis oleh bapak muji,dan 

ibu rahayu. Maka dari itu dinamakan Muji Rahayu. Mayoritas penduduk 

tersebut suku jawa yang hijrah dari jawa tengah menuju lampung. Pada 

zaman dahulu, Kampung Muji Rahayu pada mulanya adalah hutan 

belantara. Menurut cerita, Penduduk Kampung ini berasal dari Kampung 

Tanjung Ratu Ilir dan sebagian dari masyarakat Terbanggi Besar mereka 

sudah membuka hutan sebagai lahan perkebunan/pertnian secara 

berkelompok. Atau orang terdahulu menyebut dengan umbul yaitu antara 

lain:  

a. Umbul Suka Jadi  

b. Umbul Teluk Julung  

c. Umbul Bunuk Wawai  

Dari ketiga umbul itu adalah orang asli/pribumi, mata pencaharian 

mereka adalah perkebunan karet dan tanaman pala wija (padi, singkong). 

Dan pada tahun 1957 Pemerintah mendatangkan transmigrans dari Pulau  
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Jawa melalui program Trasmigrasi. Karena sudah menjadi program 

dari Pemerintah dari penduduk asli/pribumi mendukung dan menyetujui 

program tersebut. Oleh karena itu sebagian warga transmigran tersebut 

adalah penduduk Pribumi. Setelah jatah rangsum dari Pemerintah habis, 

penduduk asli tersebut kembali ke Kampung halamanya, sebagian besar 

sampai menjual tanah mereka ke penduduk transmigrasi, yang semuanya 

asal mulanya dari Pulau Jawa di antaranya terdiri dari:  

a. Jawa Barat (cirebon)  

b. Jawa Tengah(blok Solo, Jogja, Banyumas)  

c. Jawa Timur  

Selanjutnya Tahun 1958 terbentuklah suatu nama Kampung yaitu 

Muji Rahayu yang terdiri dari 4 pedukuan. Karena nama kampung 

tersebut di awali dengan hurup M, maka nama dari ke empat dusun di 

awali dengan huruf M juga antara lain:  

Dusun I   : Mukti Raya  

Dusun II  : Mulyo Sari  

Dusun III  : Mukti Jaya  

Dusun IV  : Mulyo Asri  

Kemudian pada tahun 2007 untuk Dusun III (Mukti Jaya) terbagi 

menjadi dua dusun di karenakan sudah terlalu banyak jumlah jiwanya, 

dengan sebutan Dusun III A dan Dusun III B sampai sekarang.  
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2. Letak Geografi Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung 

Kabupaten Lampung Tengah  

Secara geografis Desa Muji Rahayu terletak disebelah Utara dari Ibu 

Kota Kecamatan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung 

Tengah dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 4,5 Km dan dari Ibu Kota 

Kabupaten 19,2 Km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi sekitar 55,4 Km.  

Iklim kampung Muji Rahayu, sebagai mana Desa lainnya di wilayah 

Indonesia, mempunyai iklim atau cuaca yaitu musim kemarau dan musim 

penghujan, hal tersebut mempunyai dampak langsung terhadap pola 

tanaman yang ada di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung.  

Batas-batas wilayah Desa Muji Rahayu:  

a. Sebelah Utara  : Tanjung Ratu  

b. Sebelah Selatan : Sulusuban  

c. Sebelah Barat  : Candi Rejo  

d. Sebelah Timur  : Gayau Sakti  

Jarak Desa Muji Rahayu dengan pusat pemerintahan diantaranya 

yaitu sebagai berikut:  

a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan: 4,5 Km  

b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten: 19,2 Km  

c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi: 55,4 Km  

d. Jarak dari Ibu Kota Negara: 295, 0 Km  
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3. Jumlah Penduduk Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung 

Kabupaten Lampung Tengah  

Penduduk Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten 

Lampung Tengah mayoritas bersuku Jawa yang terdiri dari 1.390 Kepala 

Keluarga. Jumlah penduduk di Desa Muji Rahayu setiap tahunnya selalu 

bertambah, hal ini terjadi karena angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan 

dengan angka kematian setiap tahunnya.  

Adapun jumlah penduduk Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih 

Agung Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  

 

No.  Jenis Kelamin  Jumlah Penduduk  

1  Laki-laki    2.504 Jiwa  

2  Perempuan  2.436 Jiwa  

 Jumlah    4.943 Jiwa  

 

Tabel 4.2  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama  

 

No.   Agama  Jumlah Penduduk  

1  Islam   4.825 Jiwa  

2  Kristen   116 Jiwa  

3  Khatolik   102 Jiwa  

 

Tabel 4.3  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

  

No.  Pendidikan  Jumlah Penduduk  

1  Tamat Taman Kanak-Kanak  675 Jiwa  

2  Tamat SD/Sederajat  1635 Jiwa  

3  Tamat SLTP/Sederajat  1310 Jiwa  

4  Tamat SLTA/ Sederajat  1025 Jiwa  

5  Tamat Sarjana  75 Jiwa  
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Tabel 4.3  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Matapencaharian  

  

No.  Mata Pencaharian  Jumlah Penduduk  

1  Petani  2212 Jiwa  

2  Pedagang  98 Jiwa  

3  PNS  25 Jiwa  

4  Buruh  475 Jiwa  

  

4. Keadaan Penduduk Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung 

Kabupaten Lampung Tengah  

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Muji Rahayu, mayoritas 

90% bekerja sebagai petani. Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan desa agraris yang di mana 

lingkungan alam dan tekstur tanah yang gembur dan subur menjadi 

pendukung masyarakat Desa Muji Rahayu mayoritas berprofesi sebagai 

petani, sebab lingkungan merupakan pengaruh besar bagi berprosesnya 

kehidupan manusia. Desa Muji Rahayu sangat cocok untuk bertani 

disebabkan kontur tanah serta letaknya yang didataran rendah sangat cocok 

untuk melakukan pekerjaan bercocok tanam, yang mana petani menanam 

bahan pokok seperti padi, jagung, singkong dan sayur mayur dan yang 

lainnya. Dan di sana sebagian masyarakat sisanya bekerja sebagai 

pedagang, buruh, dan Pegawai Negeri Sipil.  

Dalam bidang pendidikan, di Desa Muji Rahayu dapat dikatakan 

belum memadai. Desa tersebut hanya ditunjang dengan sarana pendidikan 

antara lain: Taman Kanak-Kanak sebanyak 3 buah, Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) sebanyak 3 buah dan Sekolah Menengah Pertama swasta ada 1 buah 
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sedangkan Sekolah Menengah Atas belum ada. Tenaga pengajarnya pun 

belum maksimal dikarenakan akses menuju desa Muji Rahayu yang  

masih sulit.  

Masyarakat Desa Muji Rahayu mayoritas penduduknya 90% 

memeluk agama Islam dan 10% beragama Kristen dan khatolik. Dalam 

kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah menurut kepercayaan 

masing masing. Di dalam pembinaan terhadap umat beragama Islam 

hampir disetiap dusun masyarakat kerap mengadakan pengajian secara rutin 

yang pelaksanaanya setiap minggu satu kali dengan tempat bergilir dirumah 

para jamaah.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Arsip Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah Tahun 2022 
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5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muji Rahayu Kecamatan 

Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.  

Gambar 4.1  

Struktur Perangkat Desa Muji Rahayu Tahun 2023  

Kabupaten Lampung Tengah  

  

 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak  

Dalam hukum Islam mengenai pengangkatan anak tidak memutus 

hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan anak tidak 

berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ahli waris 

dari orang tua kandungnya. Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak 
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menjadi ahli waris dari anak angkat, anak angkat tidak di perkenankan 

memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan juga orang tua 

angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.
2
 

Pengangkatan anak adalah perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukan 

oleh semua masyarakat, hanya beberapa orang saja yang melakukan 

pengangkatan anak dan tentunya memiliki alasan mengapa sampai melakukan 

hal tersebut. Berikut hasil wawancara yang menunjukkan alasan pengangkatan 

anak:  

Wawancara yang dilakukan dengan bapak N dan ibu J. Ibu J 

mengatakan bahwa  

“ Pasangan bapak N dan ibu J mengangkat anak karena sudah lama 

menikah dan belum dikaruniai anak hingga sekarang. sehingga ketika ada 

kerabat keluarga yang melahirkan namun kondisi ibunya mengalami 

gangguan mental maka anak tersebut diangkat oleh kami dengan harapan 

sebagai pancingan agar ibu J bisa segera hamil”.
3
 

 

Begitu juga alasan yang dikatakan oleh ibu S. Ibu S mengangkat anak 

dengan alasan yang sama, sehingga bapak J termotivasi untuk mengangkat 

anak. Ibu S mengatakan sebagai berikut:  

“ alasan saya mengangkat anak anak adalah karena memang saya 

menikah sudah cukup lama dan belum juga dikarunia seorang anak. Lalu 

ada salah satu keluarga orang lain yang melahirkan dan anak-anaknya 

terbilang banyak maka dari itu saya termotivasi utuk mengangkat anak 

tersebut ”.  

Pasangan bapak B dan ibu I mengatakan bahwa yang menjadi alasan 

utama mengangkat anak yaitu karena memang sudah lama tidak mempunyai 

                                                 
2 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 54 

3 Ibu J Selaku Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Wawancara Pada Tanggal 

13 Februari 2023 Di Desa Muji Rahayu 
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anak dan mengangkat anak bisa menjadikan keluarganya ramai dengan 

hadirnya seorang anak. Ibu I mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:  

“ alasan saya mengangkat anak adalah karena memang saya 

menikah sudah cukup lama dan memang salah satu diantara kami ada 

masalah intertilitas (tidak subur). Maka dari itu kami memutuskan untuk 

mengangkat seorang anak yang kebetulan ada kerabat dari saya sendiri 

yang melahirkan”.
4
 

Alasan yang diberikan oleh pasangan bapak K dan ibu T juga tidak jauh 

berbeda dengan alasan-alasan yang diberikan oleh informan sebelumnya. 

Bapak K mengatakan bahwa “ saya mengangkat anak karena saya memang 

tidak mempunyai anak, sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai 

seorang anak”.  

Dari ke empat responden diatas didapati faktor utama yang menjadi 

alasan dalam mengangkat anak adalah karena sudah lama menikah tidak 

kunjung dikaruniai anak dan memang ada yang memang sudah divonis tidak 

subur dan tidak bisa mempunyai anak.  

Menurut bapak Nurhadi, pengangkatan anak adalah mengambil anak 

orang lain atau mengasuh anak orang lain untuk dibesarkan oleh orangtua 

angkat dengan tidak menghilangkan identitas orangtua kandungnya. Dengan 

maksud nasab tersebut tetap pada orangtua kandungnya bukan bapak angkat.  

Mayoritas mayarakat di Desa Mujirahayu ini beragama Islam, namun 

masih terdapat masyarakat yang mengangkat anak tetapi tidak mengerti 

ketentuan syariat Islam. Yang mana menjadikan anak angkat tersebut sebagai 

                                                 
4 Ibu I Selaku Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Wawancara Pada Tanggal 

13 Februari 2023 Di Desa Muji Rahayu 
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anak kandung dan menasabkannya kepada bapak angkatnya, dan yang perlu 

diperhatikan ketika mengangkat anak adalah lapor terhadap pamong 

setempat.
5
  

Seperti yang dilakukan bapak N dalam mengangkat anak yang 

menganggap seperti anak kandung sendiri. Beliau mengatakan bahwa apapun 

yang terjadi anak angkatnya tetap menjadi anaknya.  

“ ketika saya memutuskan untuk mengangkat seorang anak berarti 

itu menjadi tanggungjawab saya dan bukan lagi tanggungjawab orangtua 

kandungnya. Saya bertekad untuk menjadikan anak tersebut seperti anak 

yang lain. Karena dilihat dari orangtua kandungnya memiliki gangguan 

mental maka dari itu saya menjadikan anak ini seperti anak-anak yang 

lain dengan rasa sayang yang berkecukupan”.
6
 

Sama hal nya dengan pasangan bapak B dan ibu I, dari hasil wawancara 

dapat diketahui bahwa pasangan tersebut memahami mengangkat anak 

sebagai perpindahan pengasuhan dari orangtua kandung ke orangtua angkat.  

Selebihnya ibu I mengatakan sebagai berikut:  

“ mengangkat anak itu kan mengambil anak dari orang lain tapi 

disini saya mengangkat anak dari kerabat saya sendiri dari dalam 

kandugan usia 5 (lima) bulan hingga kelahiran anak tersebut saya yang 

bertanggung jawab sepenuhnya atasanak ini, saya juga tidak punya anak, 

ya ini anak saya”.
7
  

Berikut hasil wawancara mengenai tata cara pengangkatan anak yang 

terjadi di Desa Mujirahayu:  

                                                 
5 Bapak Nurhadi Selaku Tokoh Agama Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2023 Di 

Desa Muji Rahayu 
6  Bapak N Selaku Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Wawancara Pada 

Tanggal 13 Februari 2021 Di Desa Muji Rahayu 
7  Bapak B Selaku Masyarakat Yang Melakukan Pengangkata Anak Wawancara Pada 

Tanggal 13 February 2023 Di Desa Muji Rahayu 
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Pasangan bapak N dan ibu J melaksanakan pengangkatan anak secara 

kekeluargaan saja yang mana hanya pihak keluarga dan pihak orangtua angkat 

yang terlibat dalam proses mengangkat anak ini. Bapak N tidak melapor ke 

pamong hanya diketahui tokoh masyarakat setempat dan tidak dimohonkan di 

Pengadilan karena prosesnya yang panjang dan ribet.  

Pasangan bapak J dan ibu S mengatakan bahwa dalam mengangkat anak 

juga dilakukan secara kekeluargaan saja dan juga tidak dimohonkan di 

Pengadilan. Bapak J mengatakan:  

“ mengangkat anaknya dulu dilakukan secara kekeluargaan saja, 

tidak melapor ke pamong tetapi diketahui oleh aparat desa karena tidak 

dimohonkan diPengadilan. Saya ini orang awam tidak paham soal urusan 

seperti itu, setau saya ngangkat anak ya dapat anak gitu aja,anak saya ini 

saya anggap seperti anak sendiri dari bayi saya urus hingga sampai besar 

sekarang ini”.
8
 

Selanjutnya pasangan bapak K dan ibu T dalam mengangkat anak 

dilakukan secara kekluargaan dan juga tidak di mohonkan ke Pengadilan. Ibu 

T mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:  

“ saya mengmengangkat anak anak ini dari kerabat saya sendiri. 

Jaman dulu mengmengangkat anak anak hanya kekeluargaan saja 

namanya juga masih saudara. Saya juga tidak melapor ke aparat desa 

apalagi sampai ke Pengadilan yang ada makin panjang dan ribet. Jadi ya 

saya jadikan anak ini seperti anak sendiri. Di kartu keluarga dan di Akte 

kelahiran bapak K sebagai bapaknya”.
9
 

 

 

                                                 
8  Bapak J Selaku Masyarakat Yang Melakukan Pengnagkatan Anak Wawancara Pada 

Tanggal 13 Februari 2023 
9  Ibu T Selaku Masyarakat Yaang Melakukan Pengangkatan Anak Wawancara Pada 

Anggal 13 Februari 2023 
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Berikut hasil wawancara dengan orang tua kandung: 

Ibu A mengatakan bahwa dalam pengangkatan anak yang dilakukan 

oleh pasangan keluarga bapak K & ibu T memang tidak dimohonkan di 

pengadilan hanya keluarga saja yang mengetahuinya. dan pihak keluarga 

juga menyetujui adanya perjanjian bahwa anak tersebut sudah beralih 

tanggung jawab sepenuhnya ke keluarga angktnya, dan memutus 

hubungan nasab dari orang tua kandung dan akan dibuatkan akta 

kelahiran sebagai anak sah dari orang tua angkatnya.  

ibu M juga mengatakan hal yang sama seperti ibu A, bahwasanya 

anak tersebut dijadikan anak kandung oleh pasangan keluarga bapak B & 

ibu I, pihak keluarga juga menyetujui adanya perjanjian bahwa anak 

yang di angkat tersebut menjadi anak kandung dengan nasab orang tua 

angkatnya dan anak tersebut akan diberi tahu yang sebenarnya suatu saat 

nanti. 

Tata cara pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat di Desa 

Mujirahayu menurut hasil wawancara diatas diperoleh hasil bahwa dalam 

mengangkat anak semuanya hanya dilakukan ssecara kekeluargaan saja 

dengan di perkuat adanya kartu keluarga (KK), akta kelahiran yang di 

dalamnya tertulis nama orang tua kandungnya adalah orang tua angkatnya, 

serta adanya surat perjanjian pemutusan nasab dan juga semuanya tidak di 

mohonkan ke Pengadilan. Ibu Deni mengatakan bahwa “ pengangkatan anak 

setahu saya harus dilaporkan ke pamong desa,tokoh masyarakat lalu 

selanjutnya di mohonkan ke Pengadilan. Namun selama saya menjadi aparat 

kampung di desa ini tidak ada yang melakukan pelaporan bahwa ada yang 

mengangkat anak, kalaupun ada yang melakukan mengangkat anak lalu minta 
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dibuatkan kartu keluaarga, pasti kami tolak sebelum ada penetapan dari 

Pengadilan dulu”.
10

 

C. Analisis  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap 

beberapa informan di Desa Mujirahayu, dapat diketahui bahwa masyarakat 

yang melakukan pengangkatan anak menganggap bahwa anak angkat sebagai 

anak kandung sendiri, yang mana menganggap perpindahan nasab yaitu 

menasabkan kepada orang tua angkat. Dalam hal ini di perkuat dengan 

dokumen kartu keluarga (KK) sebagai anak kandung dan dalam akta kelahiran 

tertera nama orang tua kandungnya adalah orang tua angkatnya serta adanya 

surat perjanjian di atas matrai yang menyetujui adanya pemutusan nasab 

antara orang tua kandung terhadap anaknya. Dan dalam pengangkatan anak 

tersebut masyarakat di Desa Mujirahayu melakukannya secara kekeluargaan 

saja dan tidak di mohonkan ke Pengadilan.  

Untuk mempermudah menganalisis, penulis mengklarifikasi dari segi 

syarat, tujuan dan akibat hukum dari pengangkataan anak.  

Adopsi dari segi syarat, dalam segi syarat pengangkatan anak 

masyarakat di Desa Muji Rahayu menjadikan anak angkat sebagai anak 

kandungnya, yang mana dalam rasa kasih sayangnya maupun dalam dokumen 

sang anak tersebut yaitu di masukkan ke dalam kartu keluarga sebagai anak 

kandung, dan di dalam akta kelahiran orang tua angkatnya lah yang menjadi 

                                                 
10 Ibu Deni Selaku Aparat Kampung Muji Rahayu Wawancara Pada Tanggal 17 February 

2023 
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orang tua dalam akta kelahiran tersebut. Dalam mengadopsi anak masyarakat 

di Desa Muji Rahayu juga tidak melakukan permohonan ke Pengadilan karena 

menganggapnya akan menjadi rumit dan panjang.  

Hal tersebut tidak lah sesuai dengan syarat mengadopsi dalam hukum 

Islam maupun hukum postif Indonesia. Menuurut hukum Islam pengangkatan 

anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut:  

1. Tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orangtua kandung 

biologis dan keluarga.  

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, 

melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, dengan 

demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak 

angkatnya.  

3. Anak angkat tidak boleh memepergunakan nama orang tua angkatnya 

secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal.  

4. Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap 

anak angkatnya.  

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak 

menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar 

seseorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya. Prinsip tersebut dilakukan tanpa harus memutus hubungan 

hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua 
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angkatnya, serta tidak menjadikan anak agkat sebagai anak kandung dengan 

segala hak-haknya.  

Setelah melakukan wawancara didapatkan hasil bahwa tujuan dalam 

mengangkat anak adalah untuk melengkapi keluarga yang memang tidak 

ataupun belum dikaruniai seorang anak, dan juga sebagai pancingan agar bisa 

segera hamil. Dengan demikian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muji 

Rahayu dalam mengangkat anak tidak sesuai dengan tujuan pengangkatan 

dalam hukum Islam yang mana dalam huku Islam pegangkatan anak dalam 

Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, merupakan bagian dari amal baik 

yang sangat dianjurkan di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang 

dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan 

bagi umat Islam yang belum dianugerahi seorang anak untuk mengambil 

bagian dari pekerjaan mulia itu. Tujuan hukum Islam dalam mengangkat anak 

yaitu bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.  

Begitu juga tujuan dalam huku positif di Indonesia, dengan berlakunya  

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang ini dalam 

ketentuan dalam pasal 39 butir 1, menentukan: pengangkatan anak hanya 

daapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan 

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan 

perundangundangan.  

Dilihat berdasarkan akibat hukum, pengangkatan anak merupakan suatu 

tindakan hukum oleh karenanya tentu akan menimbulkan pula akibat hukum. 
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Begitu pula dalam pengangkatan anak di Desa Muji Rahayu menasabkan anak 

angkatnya sebagai anak kandungnya, oleh karena itu berakibat pada kewarisan 

dan perwalian.  

Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam yang mana 

dalam hukum Islam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai  

berikut:  

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, 

biaya pendidikan, dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua 

angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh 

membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.  

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara 

anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga 

antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling 

mewarisi.  

3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara 

anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak 

ada hubungan mahram dan saling mewarisi.  

4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya 

tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya 

pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua 

angkatnya. Hal ini bukan berati bahwa orang tua kandung tidak boleh 

membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat di tuntut itu.  
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5. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan 

mahram dan hubungan saling mewarisi.  

Dalam hukum islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum 

dalam hal hubungan darah hubunga ahli waris dari orang tua kandungnya dan 

anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.  

    

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah peneliti 

kemukakan dalam penelitian ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di desa mujirahayu belum sesuai 

dengan hukum Islam. hal tersebut dikarenakan pengangkatan anak secara 

mutlak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukum Islam 

membolehkan melakukan pengangkatan anak sepanjang pengangkatan anak 

tersebut tidak berdampak kepada pengangkatan anak secara mutlak. 

pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya sekedar anak asuh tidak 

boleh disamakan dengan anak kandung baik dari segi pewaris hubungan 

mahram maupun wali dalam pernikahan anak. Oleh karena itu pengangkatan 

anak tersebut semata-mata dimaksud untuk tolong-menolong dalam rangka 

beribadah kepada Allah SWT. Namun dari ke empat keluarga yang 

mengangkat anak hasil penelitian peneliti, ke empat keluarga tersebut 

menyetujui adanya pemutusan nasab antara anak terhadap orang tua 

kandungnya yang sudah tertera pada surat perjanjian diatas matrai, yang mana 

hal tersebut tidak sesuai dalam hukum Islam. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang 

berkenaan dengan penelitian ini, bagi masyarakat yang hendak melakukan 
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pengangkatan anak sebaiknya untuk lebih belajar dan mencari informasi 

mengenai bagaimana pengangkatan anak secara baik menurut ajaran Islam 

ataupun menurut hukum positif di Indonesia. Dan untuk pamong desa beserta 

Tokoh Agama sebaiknya diberikan sosialisasi ataupun arahan, bahwa prosedur 

yang di anggap sulit dalam melakukan adopsi tidak serta Merta benar itu sulit, 

melainkan untuk menjadikan yang terbaik untuk anak itu sendiri. 
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